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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada 

pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai barikut: 

5.1.1 Proses pemekaran Nagari Salingka Muaro dari Nagari Sungai Aua 

telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, mulai dari aspirasi masyarakat, pengajuan proposal, 

penetapan Peraturan Daerah, pembentukan nagari persiapan, 

hingga ditetapkan sebagai nagari definitif pada Maret 2023. Proses 

ini didukung kejelasan jumlah penduduk, batas wilayah secara 

historis dan yuridis, serta keterlibatan masyarakat. Dengan 

demikian, pemekaran tersebut sah secara hukum dan 

mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah untuk mendekatkan 

pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan 

nagari. 

5.1.2 Pemekaran Nagari Salingka Muaro dari Nagari Sungai Aua telah 

memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan percepatan pembangunan di tingkat nagari, 

terutama dalam mendekatkan pelayanan publik, mempercepat 

pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas 

kesehatan, serta meningkatkan akses pelayanan administrasi, 

pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat. Pemekaran juga 

mendorong terbentuknya struktur pemerintahan yang lebih fokus, 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta 

terbukanya peluang pengembangan ekonomi melalui 

pembentukan BUMNag dan koperasi. Namun demikian, secara 

tegas dapat dinyatakan bahwa pemekaran belum sepenuhnya 
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menghasilkan pemerataan pembangunan antar jorong, lembaga 

ekonomi nagari masih dalam tahap pembenahan dan belum 

memberikan dampak ekonomi yang signifikan, serta transparansi 

dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan 

program ekonomi masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, 

meskipun pemekaran terbukti membawa perubahan yang cukup 

berarti, keberhasilannya belum sepenuhnya optimal dan masih 

memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan 

pembangunan, serta strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih 

konkret dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat dapat 

terwujud secara merata. 

5.1.3 Pemekaran Nagari Salingka Muaro dapat dinilai sebagai kebijakan 

yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat dalam perspektif 

maslahah. Pada tingkat maslahah al-hajiyyah, pemekaran ini 

mampu mengurangi kesulitan administratif dan sosial melalui 

pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, serta distribusi bantuan 

yang lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat 

yang menghendaki kemudahan dan menghindari kesulitan. Pada 

tingkat maslahah at-tahsiniyyah, pemekaran nagari meningkatkan 

kualitas tata kelola pemerintahan melalui partisipasi masyarakat, 

transparansi, serta profesionalisme aparatur, termasuk penerapan 

digitalisasi pelayanan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam 

pengembangan peluang ekonomi dan adaptasi masyarakat 

terhadap sistem pemerintahan baru, secara keseluruhan 

pemekaran Nagari Salingka Muaro selaras dengan prinsip 

maslahah karena mampu menghadirkan kemudahan, 

meningkatkan kualitas pemerintahan, dan mendorong 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 
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5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai 

berikut: 

5.2.1 Bagi Wali Nagari 

Dalam menjalankan pembangunan Nagari Salingka Muaro, 

kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, wali nagari 

perlu meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan 

pembangunan nagari secara merata, dengan memaksimalkan 

pemanfaatan anggaran, memperkuat kapasitas aparatur, serta 

mendorong pastisipasi masyarakat dan transparansi tata kelola 

pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan dan sesuai aspirasi masyarakat. 

5.2.2 Bagi masyarakat 

Masyarakat dianjurkan untuk mengoptimalkan partisipasi 

dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nagari, 

serta menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan baru, 

sehingga potensi kemaslahatan dari pemekaran nagari dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.  
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